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QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG KUASA
BUPATI SIMEULUE

bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indoncsia
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah, maka Pemerintah Dacah
Kabupaten Simeulue perfu menctapkan Restribusi [zin Gangguan karena
merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Dacrah;

bahwa untuk maksud terscbut perfu menetapkan dalam suatu Qanun.

. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl Nomor 22 Tabum 1926

scbagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Sthl nomor
14 dan 450 tahun 1940;

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Utara
(Lemabara Negara Republik Indoncsia 1996 Nomor 58 tambahan
lembaran Republik Indonesia Nomor 2104);

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Pamitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1560
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2104);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penm.- Modal Asng
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) Jo Undang-Undang
Nomor 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;

Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
dan Undang—Undmg Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal
negeri;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 76, Tlnbahn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3204 );

Undang-Undang Nomor § Tahun 1984 tentang Perindustrian;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1997
Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685),

10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Reupublik Indonesia tahun 1982 Nomor 68,
tambahan lembaran Negara Reupublik Indonesia Nomor 3699);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246);
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13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Daerah Istimewa Acch sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 4134),

14, Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Dacrah;

18. Keputusan Presiden Reupublik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang
Tata Cara Penanaman Modal;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara
Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan
penanaman modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan
Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-
Undang Gangguan (Hinder Ordonantif);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Tata Cara
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Serta Izin Undang-Undang
Gangguan (UUG) / HO Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Berlokasi
diluar Kawasan Industri;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dacrah;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengeschan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi; *

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang
Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Dacrah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

27.Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-
Undang Gangguan Perusahaan.

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun
2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk —Produk
Hukum Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Bentuk Produk —Produk Hukum Dacrah;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
2001 Tentang Prosudur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 Tentang Lembaran Dacerah dan Berita Daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun

2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Simeulue

MEMUTUSKAN

! QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN

GANGGUAN.



BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;

b.

¢
d
€

Pemerintzh Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom Lainnya sebagai Badan
Eksekutif Dacrah:

. Bupati adalah Bupati Simeulue;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Dacrah sesuai dengan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku,
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan

Komanditer, Perseroan lainnya, BadesaluNﬁEkNegaraa!auDaerahdcngmmadan
bentuk apapun, persckutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainmya;
Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan,
pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, Barang, prasarana, sarana atan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan,

Retribusi izin gangguan yang selanjutiya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian
izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan lokasi di lokasi tertentu yang menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Pacrah;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan izin gangguan tempat usaha tersebut;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah
surat yang digunakan olech Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib
Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah,;

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang seclanjutnya dapat disingkat
SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menenfukan tambahan atas jumlah Retribusi yang
telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang sclanjutnya dapat disingkat SKRDLB,
adalah surat keputusan yang mencntukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk
mehhxkanughanmuibumdmauusmkmadmmbempabmgadmamdcnda,

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib
Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegman unfuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi Dacrah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

Penyidik Pegawai Negeri sclanjutnyan disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintahan Dacrah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Dacrah
scbagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;

Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Dacrah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipll yang selanjutnya discbut penyidik, guna
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
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BAN Il
NAMA, ORIJEK DAN SUINEK RETRIBUSI

I*asal 2

Dongan nama Retribust Tein Qangguan dipungut retribusl sebagal pembayaran atas p'em"“iﬁ'
it tompat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan

bahaya, Kerugian dan gangguan,

"asal )

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan
okasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;

(2) Dikecualiban dad objek retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh
Pemenintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah,

Pasal 4
Subjek Retbusd adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal §
Remmibusi [zin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat Pengguna Jasa di ukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan
indek lokas¥/indek gangguan;

(2) Luas ruang tempat usaha scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah luas bangunan yang
dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai,

(3) Indek lokasiindek gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai
berikut:

a. Kawasan Industri Indeks......couues 1

b. Kawasan Perdagangan Indeks.....coueui. 2

¢. Kawasan Pariwisata Indeks..........n. 3

d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks........ount 4
BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;

(2) DBiaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya lapangan dan biaya
transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan,
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BAD VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruangan tempat usaha;

(2) Besamya Tanif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagal berikut:
a. Luas 0 wd 100 M* Rp. 75,000,
b. Luas diatas 100 M ditentukan tarif Rp.  500.-M’,

BAD VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retrbusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa scbagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1).

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun dengan kewajiban daflar ulang
dan menyetor setiap tahun,

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lin yang
dipersamakan.

BABX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditanda tangani olch Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPORD scbagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi
terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang maka
dikeluarkan SKRDKBT;
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G chuls isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan
SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua) persen sefiap bulan dari retribusi ynag
terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus ditunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) kali masa
retribusi.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan
Bupati

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal sejak jatuh
tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang
sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;

(3) Surat teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hamya kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
) Kebqﬂmdiajukmwuntcﬁuﬁsdahmmhasahdonedadmgmdiscmialasm—ahm

yang jelas;

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi
harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak tanggal
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya,

Dipindal dengan Camscanner



7

) kcbcmm yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
tidak dianggap sebagai surat keberatan schingga tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan
penagihan retribusi.
Pasal 20

(1) Kepala Dacrah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan scjak tanggal surat keberatan
diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan; .

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima scluruhnya atau scbagian,
menolak atau menambah besamya retribusi yang terhutang;

(3) Apabila jangka waktu scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan. kepala
Dacrah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati;

2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (cnam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memberikan keputusan;

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telzh dilampui dan Bupati
tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu
2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua) persen sebulan atas
keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati
dengan sekurang — kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat Wajib Retribusi
b. masa retribusi
¢. besarnya kelebihan pembayaran
d. alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran refribusi disampaikan secara langsung
atau melalui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti
saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan retribusi;

() Apabﬂa kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lain, sebagaimana

dnm'ksud.ddmpadmayat(4)pembzymdﬂakukmdmgmmpcnﬂndzhbukmdm
bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. i
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BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan
tindak pidana dibidang retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung,

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga merugikan Keuangan
Dagrah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah retribusi terhutang;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan
Daerah atau Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Dacrah;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan schubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana
dibidang Retribusi Dacrah;

g Menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
dibawa sehagaimana dimaksud pada huruf ¢;
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h. Memotret aescor ang yang borkaitan dengan tindak pldana Retritnsl 1aetah;
L :\:::mwll Orang untuk didengar keterangannya dan diperikna sebagal torrangka stan

]
J. Menghentikan penyldikan; .
k. Melakukan tindakan lain yang peitu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Dacerah menurut hukum yang dapat dipertanggung Jawabkan,

(3) Penyldik sebagal mana dimakaud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya perryidikan dan
menyampaikan hasil penyldikan kepada Penuntut Umum sesual dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 ‘Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

DA XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pusnl 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Inl, sopanjang mengenal pelaksanaan akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Bupati,

Pasal 29
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qamun ini dengan
penempatan dalam Lembaran Dacerah Kabupaten Simeulue,

DISAHKAN DI : SINABANG
PADA TANGGAL : 28 FEBRUARI 2002 M
15 ZULHUJAH 142 H
-;!BUPA smwua%a.
[]
DRS. DARMILI
DIUNDANGKAN DI : SINABANG ‘
PADA TANGGAL : 11 MARET 2002

An. BUPATI § UE y
;ﬂPlt. Sekretaris Dacrah at

" . RISWAN.
Pembina/Nip. 010 073 156

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2002 NOMOR: 13 SERI B NOMOR : 13
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